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ABSTRAK

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui proses pemeriksaan dan tanggung
jawab terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Untuk itu permasalahan
dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak
pidana terhadap penipuan dan Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak
pidana terhadap penipuan. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum
normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji
hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Proses
pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dalam konteks ini
Kitab Undang-undang Hukun Acara Pidana (KUHAP) membagi dua sistem
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pelaku atau tersangka, yaitu : a.
Pemeriksaan Permulaan  (pendahuluan) vyang di lakukan oleh
Kepolisian/Penyidik. Dalam sistem pemeriksaan permulaan menganut asas
pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang
dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat
Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat
Hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar, dan memberikan petunjuk
dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Atas dasar sistem diatas |,
maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak diperlakukan
sebagai Terdakwa (objek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka
dilakukan sebagai subjek, yang artinya tersangka tidak dapat di paksa untuk
mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman.
b. Pemeriksaan Persidangan yang dilakukan oleh Hakim. Proses pemeriksaan
perkara pidana di persidangan ada tiga pihak yang dikenal berdasarkan
hubungan dari masing-masing, pihak-pihak yang di maksud adalah Jaksa
Penuntut Umum, Terdakwa, dan Hakim. Ketiga pihak tersebut memiliki
sikap berbeda satu sama lain. Terdakwa berusaha untuk membela
kepentingannya sendiri, Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan
kesalahan terdakwa dan meminta supaya hakim menjatuhkan putusan bagi
terdakwa, sedangkan Hakim berusaha supaya pembuktian berjalan secara
seimbang untuk mendapatkan kebenaran materil. Dan Tanggung jawab
pelaku tindak pidana terhadap penipuan, dimaksudkan untuk menentukan
apakah orang yang melakukan tindak pidana akan di jatuhi pidana sesuai
dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah
dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan.
Pertanggung jawab pelaku tindak pidana penipuan tersebut di atur di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 378. Pasal 378 KUHP,
yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu
atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian
kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Kata Kunci : Pemeriksaan, Tanggung jawab, Tindak pidana, Penipuan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya mempunyai sifat yang baik, dan pada
fitrahnya ia terlahir dalam keadaan suci tanpa noda .Tetapi sejalan dengan
perkembangan zaman dan karena adanya pengaruh, fitrah tadi berubah.
Manusia telah mengalami berbagai perubahan sehingga ada manusia yang
baik dan ada juga manusia yang buruk sifatnya. Manusia antara yang satu
dengan lainnya hidup dalam bermasyarakat, dan untuk terciptanya
kehidupan bermasyarakat yang baik perlu adanya peraturan yang mengatur
ketertipan tersebut. Disinilah hukum Dberperan. Hukum merupakan
serangkaian tata aturan yang mengatur bagaimana hidup dalam
bermasyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, oleh sebab itu segala tindak
tanduk kehidupan manusia sehari-hari diatur oleh hukum, tidak boleh
bertentangan dengan hukum. Setiap perbuatan yang melanggar hukum
haruslah diselesaikan secara hukum.

Hukum bukanlah merupakan suatu ukuran untuk tidak menimbulkan
kejahatan atau penipuan, karena walaupun hukum telah dibentuk sebagai
suatu patokan dari masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ketertiban

dan kedamaian, namun pada kenyataannya masih ada saja tindakan-



tindakan yang menyimpang dari yang telah ditentukan oleh aturan-aturan
hukum.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
hukum, maka secara yuridis orang tersebut harus dituntut berdasarkan
kesalahan yang telah dilakukannya. Tetapi persoalannya sekarang sejauh
mana seorang dapat memberikan pertanggung jawabannya, sebab
pertanggung jawaban ini ada kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang
karena dari keadaan jiwa inilah tindakan yang dilakukan dapat terwujud.

Pihak yang terlibat atau pelaku dari perbuatan melawan hukum yang
diatur dalam hukum acara pidana, baik mengenai petugas yang diberi
wewenang dan proses pemeriksaan perkara pidananya, maupun
perlindungan kepentingan hukum bagi masyarakat serta perlindungan hak
asasi bagi setiap orang, kecuali ada ketentuan yang lain mengaturnya. Pada
dasarnya norma hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

” Mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak,
dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan / terjadi
perbuatan pidan, agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan
hukum, pemeriksaan perkara putusan hakim, dan pelaksanaan putusan oleh
petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak

asasi manusia serta hukum negara .9

o) Bambang Poernomo, 2014, Orientasi Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku,
Yogyakarta, him 2



Dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran tentang hukum masih
menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia, seperti yang sering kita dengar
yakni penipuan. Sikap masyarakat dalam memperlakukan hukum yang
berlaku memerlukan kadar tersendiri agar memenuhi kesadaran hukum
yang tergantung pada usaha untuk menanamkan Tanggung Jawab hukum.
Sebagaimana diketahui bahwa :

“Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan
untuk menentukan perbuatan-perbuatan nama yang tidak .2

Sedangkan mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut
ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan tindak
pidana akan diselesaikan menurut ketentuan hukum acara pidana. Adapun
hukum acara pidana menurut De Bos Kemper adalah : ” sejumlah asas dan
aturan perundang-undangan yang mengatur bilamana undang-undang
hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana .%)

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materik yaitu
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
menerapkan ketentuan hukum secara pidana, secara jujur dan tepat dengan

tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu

2 Ansori Sabuan, 2020 Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, him 63

9 Ibid, him 63



penipuan selanjutnya meminta proses pemeriksaan dan tanggung jawab
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan
ini dapat dipersalahkan.Untuk mencari dan menemukan kebenaran yang
demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus
dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain
yang terlibat didalamnya apabila ada dugaan bahwa hukum pidana
dilanggar.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud menuangkan dalam
bentuk skripsi dengan judul PROSES PEMERIKSAAN DAN
TANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENIPUAN.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana terhadap
penipuan ?

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap penipuan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penulisan

terhadap proses pemeriksaan dan tanggung jawab pelaku tindak pidana



terhadap penipuan, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada
kaitan nya.
Adapun tujuan peulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan pelaku tindak pidana
terhadap penipuan
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku tindak pidana terhadap
penipuan
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi
bagi ilmu
Pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, sekaligus
merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai

pengabdian kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual
1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan®.

4 htpp://wvww.m.wikipedia.id/pengertian-pemeriksaan, diaksses tanggal 24 November
2021



2. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau
perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.”

3. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat waktu dan keadaan
tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam
dengan pidana oleh Undang-undang serta bersifat melawan hukum
dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan seseorang yang
mampu bertanggung jawab.®

4. Penipuan adalah perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai
nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang
dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang,

uang atau kekayaannya.”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya
menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian

komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

% Widodo, 2018, Hukum pidana & Penologi, Aswaja, Surabaya, him. 67

® S R Sianturi, 2016, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, Bandung,
him. 33

") Ibid, him 66



sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap,
rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan
membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :
a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
1) Kitab Undang — Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita,
Jakarta.
b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
1) Ismail Suny, 2014, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara
Baru, Jakarta.
2) Kanter Ey, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan
Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta.
c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka
3. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data
tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.
Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan
bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan
membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan

permasalahan.



Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data

tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan
Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka konspetual, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Bab. 1I, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Tindak
Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tidak Pidana,
Pengertian Penipuan, Pengertian Pelaku dan Tersangka.

Bab. Ill. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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